


Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/
02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian
Pertanian.

Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di 
lingkungan Kementerian Pertanian Nomor 
3932/HM.130/ A.8/05/2026 

MEMUTUSKAN 

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP 
KEMENTERIAN PERTANIAN 
Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana 
disebutkan pada lampiran I ini merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini. 
Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, 
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 
2957 /KPTS/HM.130/ A/09/2024 tentang Penetapan 
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup 
Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 
Pada tanggal 28 Juli 2026 
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Salinan Keputusan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Digital;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.




























